JDIH
KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MAKASSAR,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, maka dipandang perlu
dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Makassar tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
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10.

i

12.

13.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286 );

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
0398);
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14.

16.

IF.

18.

19.

20.

21,

22.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan
Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2970);

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang
Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar
Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan  atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4139);
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24,
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26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4416);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4385);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 114);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Tata Cara
Penyampaiannya,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengolahan Data dan Informasi
Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
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43.

44,

45.

46.

47.

45,

49,

52.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota
Makassar Nomor 3 Tahun 2010) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Makassar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota
Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2011 Nomor 13);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Perizinan Tertentu Lembaran Daerah
Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kota Makassar Tahun 2014-2019, (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2014 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016
tentang Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota
Makassar Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2018
tentang Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2018 Nomor 7);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 69 Tahun 2009 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 69);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Makassar (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 28);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Makassar
(Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 29);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Daerah Kota Makassar Tahun 2014 Nomor 57);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 63 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2018
Nomor 63);
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Menetapkan

56.

D

58.

59.

60.

81,

Peraturan Walikota Makassar Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 63
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2019 Nomor 9);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Walikota Makassar Nomor 63
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2019 Nomor 22);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 29 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Peraturan Walikota Makassar Nomor 63
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
Makassar Tahun 2019 Nomor 29);

Peraturan Walikota Makassar Nomor 38 Tahun 2019 tentang
Perubahan Keempat Peraturan Walikota Makassar Nomor 63
Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota
MakassarTahun 2019 Nomor 38);

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Nomor 36 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar
Nomor 37 Tahun 2018 tanggal 15 Oktober 2018 tentang Kode
Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Makassar Nomor 24/DPRD/IX/2019 tentang Persetujuan
Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019 menjadi Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama
Antara

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR
MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 20109.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 4.314.952,984.000,00 berkurang
sejumlah Rp. 106.923.884.600,00 sehingga menjadi Rp. 4.208.029.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

I Semula Rp 4.099,952.984,000.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp  (66,680,900,284.00) (+)
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 4,033,272,083,716.00
2. Belanja
1] Semula Rp 4,262,952,984,000.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp  (107,923,884,599.09) (+|
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp 4,155,029,099,40091 ()
(Defisit) setelah perubahan Rp  {121,757,015,684.91)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan
1} Semula Rp  215,000,000,000.00
2) Bertambah | (Berkurang) Rp  40.242,984.315.09) (+
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp  174,757,015,684.91

b. Pengeluaran

1] Semula Rp 52,000,000,000.00
2] Bertambah / (Berkurang) Rp 1,000,000,000.00 (+)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 53,000,000,000.00 ()
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp  121,757,015,684.91
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah perubahan Rp 0.00
Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Pendapatan ash daerah

1] Semula Rp 1,649,402,916,000.00
2) Bertambah / (Berkurang Rp (24,626,680,414.00) (+
Jumlah Pendapatan asl daerah setelah perubahan Rp 1,624,776,235,586.00
b. Dana perimbangan
1} Semula Rp 1,911,094,669,000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp  (22,068,123,536.00) (4]
Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan © Rp 1,889,026,545,464.00
¢. Lan-lain pendapatan daerah yang sah
1] Semula Rp  539,455,399,000.00
2) Bertambah / (Berkurang Rp  (19,986,096,334.00) (+
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp  519,469,302,666.00
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2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Pajak daerah

11 Semula Rp 1.315.000.000,000.00

2| Bertambah / (Berkurang) Rp - (+]
Jumlah Pajak daerah setelah perubahan Al = ' Rp

Retribusi daerah

1} Semula Rp 133.,221,234,000.00

2| Bertambah / (Berkurang) Rp (872,454,000.00) {+)
Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan T S Rp

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 46,645,052,000.00

2] Bertambah / (Berkurang) Rp (8,835,265,317.00) (+)
Jumlah Hasil pengelolaan kekavaan daerah vang dipisahkan setelah perubahan Rp

Lain-lain pendapatan ash daerah yang sah

1] Semula Rp 154,536,630,000.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (14,918,961,097.00) (+
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp

1,315,000,000,000.00

132,348,780,000.00

37,809,786,683.00

139,617,668,903.00

? Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak

1) Semula Rp 111,573,264,000.00

2] Bertambah / (Berkurang) Rp - {+)
Jumlah Dana bagi hasil pajak dan bukan pajak setelah pgugha_n__- Rp

Dana alokasi umum

1} Semula Rp 1.389.,864,807,000.00

2] Bertambah / (Berkurang) Rp [+
Jumlah Dana alokasi umum setelah perubahan Rp

Dana alokasi khusus

1] Semula Rp  409,656,598,000.00
2) Bertambah / [Berkurang) Rp (22,068,123,536.00) (+)
Jumlah Dana alokasi khusus setelah perubahan Rp

111,573,264,000.00

1,389.864,807,000.00

387,588,474 ,464 .00

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari
jenis pendapatan :

a,

Hibah

1] Semula Rp 132,804,600,000.00

2| Bertambah |/ (Berkurang) Rp _ =it
Jumlah Hibah setelah perubahan . Rp

Dana darurat

1} Semula Rp

2} Bertambah / (Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Dana darurat setelah perubahan 3 Rp

Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya

1} Semula Rp 324,416,000,000.00
2] Bertambah / (Berkurang) Rp 13,168,703.666.00 (+)
Jumlah Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya Rp

vang dipisahkan setelah perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 62,831,999,000.00

2| Bertambah / (Berkurang) Rp (31,416,000,000.00) (+)
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus_setéia}:)e_mbégn ' Rp

Rantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp 19,402,800,000.00

2) Bertambah / (Berkurang) Rp (1,738,800,000.00) (+)

Jumlah Bantuan Keuangan dari provinsi pemerintah daerah lainnya Rp
setelah perubahan

132,804,600,000.00

337,584,703,666.00

31,415,999,000.00

17,664,000,000.00
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Pasal 3
. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja ndak langsung

1] Semula Rp 1,223,932,718.000.00
2] Bertambah / (Berkurang) Rp (17,759,842,599.09) (+)
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 1.206,172,875,400.91

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 3,039,020,266.000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp (90,164,042,000.00) (+)
Jumlah Belanja langsung setelah perubahan Rp 2,948,856,224,000.00

Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
a. Belanja pegawal

1] Semula Rp 1,140,415,710,000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp (34,179,756,145.00) (+)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp 1,106,235,953,855.00
b, Belanja bunga
1) Semula Rp s
2) Bertambah / (Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Belanja bunga setelah perubahan Rp

c. Belanja subsidi

1) Semula Rp
2} Bertambah / (Berkurang) Rp (+]
Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan ) Rp
d. Belanja hibah
1} Semula Rp 58,958,500,000.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 4,713,473,545.00 (+)
Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp 63,671,973.545.00
e. Belanja bantuan sosial
L, Sunula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) Rp 3,115,000,000.00 (+)
Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan e Rp 3,115,000,000.00
f. Belanja bagi hasil
1] Semula Rp z
2] Bertambah / (Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan Rp

g. Belanja bantuan keuangan

1] Semula Rp 1,094,538,000.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp 55,410,000.00 (+)
Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 1,149,948,000.00

h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 23,463,970,000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp 8,536,030,000.91 (+)
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 32,000,000,000.91

3. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

117 peEgAawal

1) Semula Rp 235,768,008,265.00

2} Bertambah / (Berkurang) Rp (5.015,536,931.00) (+)
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan SRR Sl Rp  230,752,471,334.00
b. Belanja barang dan jasa
1) Semula Rp 1,679,299,942,016.00
2] Bertambah / (Berkurang) Rp {71,645,775,380.00) (+)
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp 1.607,654.166.636.00
¢. Belanja modal
1) Semula Rp 1,123,952,315,719.00
2) Bertambah / (Berkurang) Rp (13,502,729,689.00) (+)
Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp 1,110,449,586,030.00

10
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Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
a. Penerimaan Pembiayaan
1] Semula Rp 215,000,000,000.00
2] Bertambah / (Berkurang) Rp {40,242 ,984,315.09) [+
Jumlah penerimaan pembiayvaan setelah perubaﬁéh T ==

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula Rp 52,000,000,000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp 1,000,000,000.00 (+)
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan

Rp

Rp

174,757,015,684 .91

53,000,000,000.00

2. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1} Semula Rp 215,000,000,000.00
2| Bertambah / (Berkurang) Rp  (40,242,984,315.09) (+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
b. Pencairan dana cadangan
1) Semula Rp )
2} Bertambah / (Berkurang) Rp N
Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp -
2} Bertambah / (Berkurang) R_p - (+)
Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah
1} Semula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) Rp - lesaite]

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman

1) Semula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang| Rp < {+)
Julilah Penerimaan kemball pemberian pinjaman setelah perubahan

f. Penerimaan piutang daerah
1] Semula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) Rp - (+)
Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah perubahan

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

174,757,015,684.91

3. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula Rp
2} Bertambah / (Berkurangj Rp = (*)
Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan

b. Penyertaan modal (investasi)) pemerintah daerah
1] Semula Rp 52,000,000,000.00
2) Bertambah / {Berkurang) Rp 1,000,000,000.00 (+)
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan

c. Pembayaran pokok utang
1) Semula Rp -
2] Bertambah / (Berkurang) Rp - {+)
Jumlah Pembayaran pokok utang vang dipisah kan setelah p?ru_ bahan '

‘embetian puyaman daerah

1} Semula Rp -

2] Bertambah / (Berkurang) Rp = ()
Jumlah Pemberian pinjaman daerah setelah peru—b_al_'ian T=n

Pasal 5

Rp

Rp

Rp

Rp

53,000,000,000.00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2 Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;

3 Lampiran Il Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan,

Pembiayaan;
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4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6 Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per

Jabatan;

7 Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

8 Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini;

9 Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Oktober 2019

- Pj. WALIKOTA MAKASSAR

MUH. IQBAL S. SUHAEB

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 8 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

—
M. ANSAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN:
NOMOR : BHK.HAM.08.193.19
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